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PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN 

PENILAIAN ATAS MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

ABSTRAK − Dalam rangka untuk mengukur tingkat kematangan terhadap penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 

mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan organisasi, keandalan dalam pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan 

perundang- undangan, perlu dilakukan penilaian atas maturitas sistem 

pengendalian intern pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Semarang. Dengan telah diundangkannya Peraturan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, maka Peraturan 

Bupati Semarang sebagaimana dimaksud diatas sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali.   

− Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU 

No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.60 Tahun 2008; PP No.12 

Tahun 2017; PBKP No. 5 Tahun 2021.  

− Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan 

SPIP; Penilayan Atas Muturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas; Ketentuan 

Penutup.  

CATATAN − Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2024.  

    


